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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR: 043 /OPMD/2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang Toa bahwa demi memenuhi standar pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, maka periu menetapkan dan menunjuk pejabat pengelola
pengaduan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf
a di atas, di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat A R Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4150);

3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 428);

S Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intem Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
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9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif kepada Pejabatl Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 504J),

" Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajernen Pegawai
Negerd Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 6037) sebagaimanan
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),

12, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

13 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan
Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
47 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974
tentang Beberapa Pembalasan Kegiatan Pegawal Negerl dalam rangka
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

14, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
108);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu  Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 60 Tahun 2019 tentang

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang
19. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

MEMUTUSKAN:
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Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, meliputi :
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Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai janji darv atau komitm
pelaksanaan Standar Pelayanan Publik. ! - e -
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Keempat : Standar Pelayanan Publik dalam keputusan ini waijib di taati dan di jadikan pedoman dalam
memberikan pelayanan.

Kelima . Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung sesuai
dengan kebutuhan informasi masyarakat dan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.

Keenam ¢ Keputusan inl mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian
hari temyala terdapat kekeliruan dalam penetapan inl.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal, Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. Rusman, S.E, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19680219 199002 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati OKU Timur di Martapura ( Sebagai Laporan )
2. Inspektur Daerah Kabupaten OKU Timur di Martapura
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